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Abstract

Medical records are essential documents that record all healthcare services provided to patients. In the context of
legal disputes, medical records serve as primary evidence that can help uphold justice. Therefore, the legal aspects
of medical record administration are crucial to ensure their validity and anthenticity as evidence in conrt. This
study aims to examine the legal regulations governing medical record administration, including storage
mechanisms, anthentication, and accessibility, to ensure compliance with applicable legal regulations. The results
of the study indicate that professional, comprebensive, and legally compliant medical record management can
provide legal protection for healthcare professionals, patients, and related institutions. With clear legal regulations,
medical records can function optimally as valid evidence in resolving legal disputes involving medical aspects,
thereby supporting the achievement of justice.
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Abstrak

Rekam medis merupakan dokumen esensial yang mencatat seluruh aktivitas pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada pasien. Dalam konteks sengketa hukum, rekam medis
berfungsi sebagai alat bukti utama yang bisa membantu menegakkan keadilan. Oleh karena itu,
aspek legalitas administrasi rekam medis menjadi krusial untuk menjamin validitas dan
keabsahannya sebagai alat bukti di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
pengaturan legalitas administrasi rekam medis, termasuk mekanisme penyimpanan, otentikasi,
dan aksesibilitasnya, agar dapat memenuhi regulasi hukum yang berlaku. Hasil kajian
menunjukkan bahwa pengelolaan rekam medis yang profesional, lengkap, dan sesuai standar
hukum mampu memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, pasien, serta institusi
terkait. Dengan pengaturan legalitas yang jelas, rekam medis dapat berfungsi optimal sebagai
alat bukti yang sah dalam menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan aspek medis sehingga
mendukung terciptanya keadilan.

Kata Kunci: Pengaturan, Legalitas Administrasi, Rekam Medis, Alat Bukti, Sengketa Hukum.

Pendahuluan

Rekam medis merupakan dokumen penting yang memuat informasi tentang identitas,
riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, diagnosis, terapi, hingga tindakan medis yang dilakukan
terhadap seorang pasien. Rekam medis dapat berbentuk fisik (manual) maupun elektronik
(digital) sesuai dengan perkembangan teknologi dalam dunia kesehatan. Menurut Peraturan
Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/II1/2008, rekam medis merupakan dokumen
yang wajib dibuat oleh tenaga medis atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari
tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan menjadi dasar dalam
pengambilan keputusan medis (Davis, 2024).

Rekam medis memiliki peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan, baik dari sisi
medis maupun hukum. Secara medis, rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi utama
yang dapat digunakan dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dan akurat,
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seperti penegakan diagnosis, perencanaan terapi, dan evaluasi hasil pengobatan. Selain itu,
rekam medis menjadi alat untuk menjamin kontinuitas pelayanan kesehatan jika pasien dirujuk
ke fasilitas kesehatan lain (Brown, 2021). Dari sisi hukum, rekam medis menjadi dokumen yang
memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti utama dalam kasus sengketa hukum
antara pasien, tenaga medis, atau fasilitas kesehatan. Rekam medis juga berfungsi untuk
melindungi hak pasien dan tenaga medis terkait tindakan yang dilakukan, sehingga pengelolaan
yang baik terhadap rekam medis sangatlah krusial untuk menjamin keabsahan dan integritas data
(Uniarty, 2017).

Sengketa hukum, khususnya berkaitan dengan malpraktek medis atau pelanggaran kode
etik profesi, rekam medis sering kali menjadi alat bukti utama yang digunakan untuk
membuktikan benar atau salahnya dugaan suatu tindakan. Akan tetapi, keberadaan rekam medis
sebagai alat bukti sering kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu
permasalahan utama adalah terkait dengan integritas dan keabsahan rekam medis itu sendiri.
Jika terdapat ketidakcocokan data, pemalsuan, atau penghapusan informasi, hal ini dapat
mempengaruhi kredibilitas rekam medis sebagai alat bukti (Haris, 2019). Misalnya, adanya
kesalahan dalam pencatatan diagnose atau pengobatan yang diberikan kepada pasien dapat
menimbulkan dilema antara pihak pasien dan tenaga medis, yang pada akhirnya harus
diselesaikan di ranah hukum. Ketidaklengkapan informasi atau ketidakakuratan pencatatan
dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda atau bahkan menyesatkan hakim dalam
mengambil Keputusan (Rahmawati, 2019).

Selain itu, masalah kerahasiaan dan privasi informasi kesehatan menjadi isu yang tak
kalah penting. Rekam medis mengandung informasi pribadi dan sensitif yang dilindungi oleh
berbagai regulasi hukum. Kebocoran informasi atau akses yang tidak sah ke rekam medis dapat
merugikan pihak pasien dan melanggar hak asasi mereka terhadap privasi. Terlebih dalam
pengadilan, ada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara hak pasien untuk mendapatkan
perlindungan privasi dan hak pihak berwenang untuk mengakses informasi demi keadilan.
Pengelolaan akses yang tidak tepat dapat memicu tuntutan hukum terkait pelanggaran privasi
dan etika profesi, memperburuk situasi konflik hukum (Green, 2025).

Penggunaan rekam medis dalam sengketa hukum sering kali menghadapi berbagai
kendala, salah satunya adalah masalah validitas dan autentikasi dokumen. Rekam medis harus
dapat dipercaya dan menunjukkan informasi yang akurat mengenai kondisi kesehatan pasien,
diagnosis, dan perawatan yang diberikan. Kendala muncul ketika terdapat indikasi manipulasi
data, seperti penghapusan atau penambahan informasi setelah fakta, yang dapat merugikan salah
satu pihak dalam sengketa. Ketiadaan bukti elektronik yang log dan jejak audit yang memadai
juga menyulitkan pemastian keaslian catatan medis tersebut. Hal ini dapat menimbulkan
perdebatan panjang antara pihak yang berperkara mengenai keaslian dan integritas rekam medis,
yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan hukum (Parker, 2022).

Di samping itu, isu privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan sering menjadi kendala
signifikan dalam penggunaan rekam medis di pengadilan. Ketika rekam medis dibutuhkan
sebagai bukti, penting untuk melindungi informasi pribadi pasien yang terkandung di dalamnya.
Namun, ada kekhawatiran terkait dengan kemungkinan eksposur berlebihan terhadap informasi
sensitif tersebut, yang dapat melanggar hak privasi pasien. Peraturan ketat seperti undang-
undang perlindungan data harus diikuti, dan seringkali memerlukan proses panjang untuk
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mendapatkan izin yang diperlukan untuk menyajikan rekam medis di hadapan hakim. Tantangan
ini menambah kerumitan dalam mengelola informasi medis sekaligus menyeimbangkan
kebutuhan akan bukti dengan perlindungan hak privasi individu (Smith, 2020).

Hingga saat ini, regulasi yang mengatur legalitas dan administrasi rekam medis belum
sepenuhnya memberikan kepastian hukum terkait penggunaannya dalam sengketa hukum. Di
Indonesia, regulasi cukup terfragmentasi, dan penerapannya belum konsisten di berbagai
kondisi. Berbagai kasus hukum menunjukkan bahwa pengelolaan minim terhadap rekam medis
dapat berujung pada ketidakmampuan fasilitas kesehatan atau dokter dalam menyatakan
pembelaan atas dugaan malpraktik (Nugroho, 2018).

Dalam perkembangan global, negara-negara lain seperti Amerika Serikat telah
menerapkan prinsip-prinsip hukum yang lebih terintegrasi terkait rekam medis, terutama dalam
sistem rekam medis elektronik. Hal ini membuka peluang untuk mengeksplorasi regulasi yang
dapat diaplikasikan di Indonesia guna meningkatkan legalitas dan validitas rekam medis dalam
konteks hukum (Wijaya, 2020).

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian tentang
pengaturan legalitas administrasi rekam medis sebagai alat bukti dalam sengketa hukum menjadi
sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek-aspek legalitas yang terkait dengan
rekam medis, mengevaluasi regulasi yang tersedia, serta menawarkan rekomendasi kebijakan
yang dapat meningkatkan kepastian hukum di bidang ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi sistem hukum, fasilitas kesehatan, dan masyarakat secara lebih luas.

Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur
adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan
menginterpretasi informasi atau data yang bersumber dari berbagai dokumen tertulis, seperti
buku, jurnal akademik, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber relevan lainnya (Creswell,
2013). Tujuan utama metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam
mengenai topik yang diteliti berdasarkan kajian teoritis yang telah dilakukan sebelumnya.
Penelitian ini biasanya digunakan untuk membangun dasar teori, mengidentifikasi celah
penelitian, atau menjawab pertanyaan berdasarkan kajian ilmiah yang sudah ada. Prosesnya
melibatkan langkah-langkah seperti pencarian literatur yang sistematis, penyaringan sumber-
sumber relevan, serta analisis kritis terhadap isi materi yang dikaji untuk menghasilkan
kesimpulan yang valid dan mendukung penelitian lebih lanjut (Kitchenham, 2004).

Hasil dan Pembahasan
Legalitas Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Hukum

Rekam medis merupakan dokumen penting dalam dunia pelayanan kesechatan yang
berisi catatan lengkap tentang riwayat medis pasien, mulai dari diagnosa, pengobatan, hingga
tindakan-tindakan medis lainnya (Johnson, 2022). Di sisi lain, rekam medis sering kali menjadi
alat bukti utama dalam sengketa hukum yang melibatkan aspek kesehatan, seperti kasus
malpraktik, pelanggaran hak pasien, atau sengketa mengenai kelalaian dalam pelayanan medis.
Legalitas rekam medis sebagai alat bukti memiliki dasar hukum yang kuat, terutama dalam sistem
hukum yang mengatur perlindungan informasi dan mekanisme penggunaan dokumen medis.
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Namun, pemanfaatan dan pengajuan rekam medis dalam konteks hukum harus memenuhi
ketentuan tertentu agar dapat diterima dan memiliki kekuatan hukum yang sah (Carter, 2024).

Salah satu aspek penting terkait legalitas rekam medis adalah keaslian dan integritas
dokumen tersebut. Rekam medis harus disusun dan disimpan sesuai dengan prosedur
operasional standar agar terhindar dari manipulasi, kehilangan, atau perubahan data yang dapat
mempengaruhi validitasnya. Dokumen ini juga wajib mencerminkan fakta yang terjadi secara
objektif, tanpa adanya penyimpangan. Dalam sistem hukum yang berlaku, rekam medis yang
dianggap autentik adalah dokumen yang ditandatangani oleh tenaga medis yang berwenang dan
dibuat berdasarkan tindakan medis yang diterapkan kepada pasien selama proses perawatan
(Williams, 2023).

Selain itu, rekam medis memiliki peran ganda sebagai alat bukti yang mendukung atau
membantah klaim dalam sengketa hukum. Dalam kasus malpraktik, misalnya, rekam medis
dapat menunjukkan apakah tindakan yang diambil oleh tenaga medis telah sesuai dengan standar
profesi atau terdapat kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien. Dokumen ini juga
menjadi dasar bagi pihak pengadilan untuk menilai kelayakan tindakan medis berdasarkan bukti
tertulis yang tersedia. Namun, kendala sering kali muncul jika rekam medis tidak dibuat secara
lengkap, jelas, dan sesuai dengan standar pencatatan yang berlaku, sehingga berpotensi
menimbulkan kebingungan atau interpretasi yang salah (Hasan, 2018).

Aspek penting lainnya adalah kerahasiaan informasi yang terdapat dalam rekam medis.
Rekam medis berisi data pribadi pasien yang bersifat rahasia, dan penggunaannya dalam
sengketa hukum harus sesuai dengan asas perlindungan data dan hak privasi. Proses pengajuan
rekam medis sebagai alat bukti memerlukan izin dari pasien, kecuali dalam kondisi tertentu yang
telah diatur oleh undang-undang, seperti kasus darurat atau kewajiban pengungkapan oleh pihak
berwenang. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kebutuhan hukum untuk
memperoleh bukti dan hak individu dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadinya (Santoso,
2021).

Di Indonesia, legalitas penggunaan rekam medis sebagai alat bukti telah diatur dalam
beberapa peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Pengaturan tersebut menjelaskan kewajiban para tenaga medis untuk menyusun rekam medis
secara lengkap dan akurat serta aturan mengenai perlindungan data pasien. Dalam proses
pengadilan, pengadilan dapat meminta rekam medis sebagai bukti, tetapi pengajuan dokumen
tersebut harus tetap mematuhi peraturan mengenai kerahasiaan dan validitasnya (Mahmudah,
2015).

Dokumen ini juga menjadi bukti penting dalam kasus non-medis yang berkaitan dengan
kesehatan, seperti konflik penanganan pasien dalam kondisi darurat atau sengketa hak asuransi
kesehatan. Dalam banyak kasus, pihak asuransi maupun rumah sakit memanfaatkan rekam
medis untuk membuktikan klaim atau menyangkal tanggung jawab finansial terhadap pasien.
Legalitas rekam medis sebagai alat bukti juga sangat tergantung pada kualitas dokumen itu
sendiri serta prosedur penyimpanan dan pengajuan yang dilakukan oleh pihak pemilik dokumen
(Wahyuni, 2020).

Penerapan teknologi informasi dalam dunia kesehatan telah menambahkan lapisan
kompleksitas baru dalam legalitas rekam medis. Rekam medis elektronik (EMR/EHR)
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memberikan kemudahan dalam proses pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan data pasien,
tetapi di sisi lain juga menimbulkan potensi tantangan baru, seperti risiko kebocoran data,
manipulasi elektronik, atau pencurian informasi. Dalam sengketa hukum, pengadilan sering kali
memerlukan jejak audit dan bukti keaslian rekam medis elektronik untuk memastikan validitas
dan legalitas data yang disajikan (Susilowati, 2019).

Selain aspek teknis, interpretasi hukum terhadap rekam medis sebagai alat bukti juga
bergantung pada pengetahuan masing-masing pihak, termasuk hakim dan pengacara.
Ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan mengenai konteks medis dapat mempersulit
proses analisis dokumen dan menghasilkan keputusan yang kurang akurat. Oleh karena itu,
sering kali pengadilan menghadirkan ahli medis sebagai saksi atau penasehat dalam menganalisis
isi rekam medis dan relevansinya terhadap kasus yang sedang diperkarakan (Ahmad, 2023).

Tantangan lain yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara isi rekam medis dengan
fakta di lapangan, seperti keterlambatan pencatatan atau penghilangan bagian tertentu dari
dokumen. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap validitas rekam medis sebagai alat
bukti dan berpotensi merugikan pihak yang menggantungkan argumennya pada dokumen
tersebut. Oleh karena itu, penting bagi institusi kesehatan untuk memastikan penyusunan rekam
medis dilakukan secara disiplin, sistematis, dan sesuai dengan standar yang berlaku (Sofia, 2020).

Secara keseluruhan, legalitas rekam medis sebagai alat bukti dalam sengketa hukum
sangat bergantung pada aspek keautentikan, kerahasiaan, dan relevansi dokumen terhadap kasus
yang diperkarakan. Peran tenaga medis, institusi kesehatan, serta penerapan teknologi
memegang peranan penting dalam menjaga kualitas rekam medis sehingga dapat digunakan
secara sah dan efektif dalam proses hukum. Dengan pengaturan hukum yang jelas, serta
kesadaran semua pihak terhadap hak dan kewajiban yang terkait, rekam medis dapat berfungsi
optimal sebagai alat bukti yang mendukung tercapainya keadilan.

Evaluasi Praktis Penggunaan Rekam Medis

Rekam medis adalah dokumen penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Fungsinya
mencakup pencatatan informasi pasien secara mendetail seperti diagnosa, riwayat medis,
perawatan, hingga hasil laboratorium dan terapi yang telah diberikan. Evaluasi terhadap
penggunaan rekam medis penting dilakukan untuk memastikan dokumen ini berperan sesuai
fungsinya, serta mendukung efektivitas pelayanan kesehatan. Dengan penyimpanan data yang
baik, rekam medis dapat menjadi sumber informasi yang optimal bagi dokter, perawat, dan
manajemen rumah sakit (Taylor, 2020).

Satu aspek penting adalah validitas data yang dicatat dalam rekam medis. Evaluasi
menganalisis apakah data yang dicatat akurat, relevan, dan sesuai dengan situasi klinis pasien.
Ketidakakuratan data dapat berisiko menimbulkan kesalahan dalam diagnosa atau pemberian
pengobatan. Praktik pengisian yang tidak teliti sering menjadi tantangan bagi tenaga medis,
terutama saat bekerja di bawah tekanan tinggi. Oleh karena itu, rumah sakit perlu menerapkan
kontrol dan pelatihan berkelanjutan bagi staf medis untuk memastikan kualitas rekam medis
(Davis, 2024).

Selanjutnya, aksesibilitas rekam medis juga harus menjadi fokus dalam evaluasi. Dalam
banyak kasus, keterlambatan akses terhadap rekam medis dapat menghambat pengambilan
keputusan yang cepat dalam penanganan pasien. Terutama pada kondisi darurat, rekam medis
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yang sulit diakses dapat mempersulit tim medis memahami riwayat kesehatan pasien. Adopsi
teknologi digital, seperti Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS), menjadi solusi praktis yang
dapat meningkatkan aksesibilitas sambil mengurangi risiko kehilangan data rekam medis
(Brown, 2021).

Keamanan dan kerahasiaan rekam medis juga menjadi isu utama dalam evaluasi.
Mengingat rekam medis berisi informasi sensitif pasien, pelanggaran privasi dapat berdampak
serius secara hukum maupun etika. Evaluasi perlu memastikan bahwa data pasien disimpan dan
diakses dengan protokol keamanan yang ketat, misalnya melalui enkripsi dan pengelolaan akses
dengan autentikasi berlapis. Kesadaran dan pelatihan bagi tenaga medis tentang etika
pengelolaan data juga perlu diprioritaskan untuk mencegah kebocoran informasi (Uniarty,
2017).

Dalam konteks operasional, efisiensi pengelolaan rekam medis menjadi fokus lain yang
perlu diperhatikan. Penggunaan sistem manual cenderung memakan waktu dan rawan kesalahan
administratif. Implementasi sistem elektronik seperti Electronic Medical Record (EMR) dapat
mempercepat proses pencatatan, pencarian, hingga analisis data pasien. Namun, pemanfaatan
EMR harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai serta kemampuan SDM dalam
mengoperasikan sistem tersebut (Haris, 2019).

Selain itu, evaluasi juga mencakup fungsionalitas rekam medis sebagai alat penelitian dan
edukasi. Rekam medis menyimpan data historis yang berharga untuk pengembangan penelitian
medis, misalnya dalam mengidentifikasi pola epidemiologi atau efektivitas terapi tertentu.
Namun, kekuatan rekam medis sebagai alat penelitian seringkali terhambat oleh kurangnya
pengelolaan data yang terstruktur dan standar pencatatan yang tidak konsisten. Penggunaan
format standar seperti ICD-10 dapat membantu memperbaiki masalah ini (Rahmawati, 2019).

Evaluasi terhadap aspek regulasi juga tidak kalah penting. Penggunaan rekam medis
harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara hukum maupun prosedural. Kebijakan
pemerintah terkait pengelolaan rekam medis, contohnya Undang-Undang Kesehatan, harus
dipahami dan diterapkan oleh institusi kesehatan. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi cara
untuk memastikan bahwa rekam medis dapat diandalkan sebagai dokumen hukum bila
diperlukan dalam kasus medis atau litigasi (Green, 2025).

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap penggunaan rekam medis bertujuan
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pencatatan data yang lebih baik.
Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk mengatasi tantangan klasik seperti
aksesibilitas dan keamanan. Penerapan sistem yang terintegrasi, kapabilitas SDM, hingga
kepatuhan regulasi, adalah langkah konkret yang dapat mendorong optimalisasi rekam medis.
Oleh karena itu, evaluasi secara berkala harus terus dilakukan untuk menjaga relevansi, efisiensi,
dan kredibilitas alat penting ini dalam ranah medis.

Kendala Dalam Penerapan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan

Penerapan rekam medis sebagai alat bukti di pengadilan menghadapi sejumlah kendala
yang kompleks meskipun rekam medis merupakan dokumen penting dalam sistem kesehatan.
Kendala-kendala ini sering kali berkaitan dengan aspek hukum, teknis, dan etika, yang
memengaruhi efektivitas rekam medis sebagai alat bukti (Parker, 2022).
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Salah satu kendala utama adalah kelemahan dalam regulasi hukum yang mengatur
penggunaan rekam medis di pengadilan. Banyak sistem hukum belum memiliki aturan spesifik
dan rinci mengenai prosedur penyerahan serta validasi rekam medis sebagai alat bukti. Hal ini
sering menimbulkan perdebatan tentang keabsahan dokumen tersebut, terutama terkait otoritas
yang berwenang untuk menyerahkan rekam medis ke pengadilan (Smith, 2020).

Permasalahan lain adalah terkait kerahasiaan data pasien yang tercatat dalam rekam
medis. Rekam medis pada dasarnya berisi informasi pribadi yang dilindungi oleh undang-
undang tentang perlindungan data. Penggunaan rekam medis sebagai alat bukti di pengadilan
sering kali menimbulkan konflik antara hak pasien atas privasi dan kebutuhan pengadilan untuk
memperoleh informasi. Tanpa adanya pertimbangan etis yang matang, penggunaan rekam
medis dapat merugikan pihak-pihak tertentu (Nugroho, 2018).

Selain itu, kendala teknis juga menjadi hambatan signifikan. Rekam medis yang dikelola
secara manual atau sistem digital sering kali menghadapi risiko kerusakan, manipulasi, atau
kehilangan data. Dalam kasus rekam medis elektronik, penggunaan teknologi yang belum
seragam di berbagai rumah sakit juga mempersulit kesesuaian data untuk kebutuhan pengadilan.
Ketidaklengkapan atau ketidakakuratan dokumen dapat menurunkan nilai kepercayaan pada
rekam medis tersebut. Adanya perbedaan standar pencatatan rekam medis antara institusi
kesehatan juga menjadi kendala (Johnson, 2022). Institusi kesehatan mungkin tidak memiliki
kesepakatan bersama terkait format dan isi rekam medis, sehingga dapat mempersulit proses
interpretasi data oleh pihak pengadilan. Ketidakseragaman ini sering menimbulkan kebingungan
dan risiko kesalahan penilaian dalam proses hukum. Kurangnya kompetensi hukum tenaga
kesehatan juga sering menjadi penghalang. Banyak tenaga medis tidak memahami aspek hukum
dalam penyusunan rekam medis. Akibatnya, dokumen tersebut sering kali tidak disusun dengan
prinsip legalitas yang kuat, sehingga menjadi sulit untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah
dan kredibel di pengadilan (Carter, 2024).

Kendala berikutnya adalah masalah waktu dan birokrasi. Proses hukum sering kali
membutuhkan waktu yang lama untuk memverifikasi keaslian rekam medis, yang dapat
memperpanjang penyelesaian kasus. Prosedur yang rumit di rumah sakit, seperti permintaan izin
dari otoritas tertentu, juga membuat akses terhadap rekam medis menjadi lebih lambat
(Williams, 2023).

Selain itu, ada potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak terkait. Tenaga kesehatan,
rumah sakit, dan pihak yang terlibat dalam kasus hukum memiliki agenda masing-masing yang
dapat memengaruhi keabsahan rekam medis sebagai alat bukti. Tanpa pendekatan yang
independen, rekam medis berisiko dimanipulasi untuk keuntungan pihak tertentu (Johnson,
2022).

Secara keseluruhan, kendala dalam penerapan rekam medis sebagai alat bukti di
pengadilan menuntut solusi yang komprehensif. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi
yang jelas, sistem pencatatan yang terstandarisasi, serta memberikan pelatihan hukum kepada
tenaga medis. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa rekam medis dapat
digunakan sebagai alat bukti yang sah, etis, dan efektif di pengadilan.
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Kesimpulan

Rekam medis merupakan dokumen penting yang mencatat seluruh proses pelayanan
medis yang diberikan kepada pasien. Dalam sengketa hukum, rekam medis memiliki kedudukan
yang sangat signifikan sebagai alat bukti yang dapat membantu membuktikan fakta-fakta yang
terjadi dalam perawatan medis. Legalitas administrasi rekam medis, termasuk penyimpanan,
otentikasi, dan aksesibilitasnya, perlu diatur secara jelas untuk memastikan bahwa rekam medis
tersebut sah dan dapat diterima di persidangan. Pengaturan ini dilakukan untuk mencegah
potensi penyalahgunaan maupun pemalsuan dokumen yang dapat merugikan semua pihak.

Dalam konteks hukum, rekam medis harus memenuhi prinsip-prinsip hukum dan
regulasi yang berlaku agar dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Hal ini meliputi validitas isi
dokumen, kredibilitas penyimpanan data, serta otentikasi pihak yang berwenang
menciptakannya. Rekam medis yang lengkap dan sesuai dengan standar hukum memungkinkan
hakim atau pihak berwenang untuk melakukan analisis yang adil terhadap kasus yang terjadi.
Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan, baik oleh institusi pelayanan kesehatan maupun regulasi nasional.

Dengan demikian, pengaturan legalitas administrasi rekam medis sangat vital dalam
sengketa hukum, karena dokumen ini sering menjadi sumber utama pembuktian. Dengan
pengelolaan yang sesuai hukum, rekam medis dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah,
mampu melindungi hak pasien, tenaga kesehatan, serta institusi terkait. Kepastian hukum dalam
pengaturan administrasi rekam medis akan memberikan rasa aman serta mendukung keadilan

dalam penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan aspek medis.
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